BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Masyarakat sebagai salah satu pengguna fasilitas pemerintah harus ikut serta
berpartisipasi dalam pembangunama jalan karena pemerintah dalam
menyelenggarakan pemerln ahian ukan, oleh kualitas hubungan antara

pemerintah dan

wargeg > C Ll e
ruang dan kesen -/ ener bijakan sehingga akan

terjadi kecelakaa 0 it o an.jalan S | ini tidak lepas dari

tertutup genangan air akan tidak tampa bahayakan bagi pengguna jalan, terutama
pengguna roda dua yang sering menjadi korban kecelakaan yang merenggut nyawa akibat
menghindari jalan yang rusak dan berlubang, hal ini tidak lepas dari peran pemerintah

sebagai penyelenggara jalan harus lebih peka teliti terhadap pembangunan fasilitas umum

terutama jalan yang lebih sering di pakai oleh masyarakat dalam melakukan aktifitasnya.



Jalan raya sudah ada sejak manusia memerlukan area untuk berjalan,terlebih-lebih setelah
menemukan kendaraan beroda diantaranya berupa kereta yang ditarik kuda. Tidak jelas
dikatakan bahwa peradaban mana yang lebih dahulu membuat jalan raya. Akan tetapi hampir
semua peradaban tidak terlepas dari keberadaan jalan raya tersebut. Jalan berfungsi sebagai
prasarana transportasi yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lainnya
diperuntukan bagi lalu lintas. Terdapatnya jalan dan transportasi pada suatu wilayah dapat

membantu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan suatu daerah.? Jalan raya

adalah prasarana transportasi_dé alaybagian jalan, termasuk bangunan

asan jalan adalah

konstruksi ya ] Hpan an lalu lintas 2

kita harus lebih waspada | atan kita lara bermotor maupun pejalan
kaki.

Para pengendara yang mengendarai motor di jalan raya sering terjadi kecelakaan.
Peristiwa kematian akibat kecelakaan lalu lintas (lalin) di seluruh dunia sebesar 1,25 juta
pada tahun 2013 di mana angka tersebut menetap sejak tahun 2007. Setiap peristiwa

kecelakaan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang muncul seperti faktor manusia,

! Zahara Dwicahyanti, 2020) Dampak Perubahan Jumlah Lajur Ruas Jalan Raya Kalibata Jakarta Selatan, Jurnal
Syntax Admiration, vol.2 pages.2
2 (Hendarsin, 2020) [Perencanaan Jalan Rayal| Bandung, Politeknik Negeri Bandung



faktor kendaraan, faktor jalan/lingkungan atau kombinasi dari beberapa faktor, suta-surat
yang tidak lengkap, dan anak dibawah umur atau yang masih belum mempunyai surat izin
mengemudi® Permasalahan tersebut diperlukan adanya ketentuan-ketantuan yang sudah
ditentukan oleh peraturan lalu lintas jalan raya.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang

Lalu Lintas Jalan. Peraturan lalu lintas ja ini harus di patuhi oleh semua masyarakat

sekitar. Jaringan Lalu Lintasda -‘A a

kegiatan yang saling tg K : o Lintas dan Angkutan Jalan.

h_serangkaian Simpul atau ruang

Peraturan lalu linte at. be syarat 12 asiseperti lampu isyarat
lalu lintas.
Menurut

Jalan Pasal 1 wa_Ra ada agian perlengkapan

melanggar peraturan 13 but akan. dil an denda yang semestinya
dilakukan oleh pihak yang berwenang ita sebagai warga negara indonesia

yang baik harus mentaati peraturan peraturan rambu lalu lintas agar keselamatan tetap

terjamin.

3 (Djaja et al., 2016), Gambaran Kecelakan Lalu Lintas Di Indonesia, Jurnal Ekologi Kesehatan,vol.15,
page 30-42.



Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan,pengaturan, pengawasan,dan
pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk
keselamatan,keamanan, ketertiban,dan kelancaran lalu lintas untuk semua kalangan
masyarakat. Karena banyak masyarakat yang mengendarai motor tapi tidak tahu pada
manajemen lalu lintas sehingga banyak yang dikenakan sanksi bahkan sampai terjadi
kecelakaan. Oleh karena itu kita harus mengadakan penetapan sirkulasi lalu lintas,larangan

dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Kegiatan perencanaan lal 1 dan evaluasi tingkat pelayanan.

Maksud inventarisasi an pada setiap ruas jalan

dan persimpan ' aksud tmikat ﬁelaianan dalam ketentuan 1n1 adalah merupakan
kemampuan ruas ialan dan iermmianian untuk menamiung lalu hntas dengan tetap
memperhatlkan faktor keceiatan dan keselamatan. ienetaian tmikat Ipelayanan yang
diinginkan. Dalam menentukan tlnﬁkat Belazanan ‘ani dunimkan dilakukan antara lain
dengan memper{atlkan rencana umum Jwan transiortas1 iabaniwranan kapasitas, dan

karakteristik Jalan\kelas ialan karakterlstlk lalu lintas, asiek hnikulgan aspek sosial dan

ekonomi.penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program

pelaksanaan perwujudannya.

Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi:
penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan,
usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan
persimpangan, usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu
lintas,alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;

usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan



kepada masyarakat. Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-
ruas jalan tertentu. termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam
ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum
dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai
jalan.

Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan

pemantauan dan penilaian dimaksudka mengetahui efektivitas dari kebijaksanaan-

kebijaksanaaan tersebut un tingkat pelayanan yang telah

ditentukan. Termasuk ain meliputi inventarisasi
mengenai kebija ada ruas jalan, jumlah
pelanggaran da an-t anggaran tersebut.

Termasuk dal an 1 penilaian, analisis

Pemberian arahan dan petunjuk ebijaksanaan lalu lintas. Pemberian
arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata
cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh

keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk

menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan. Pemberian bimbingan dan



penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan
kebijaksanaan lalu lintas.

Peraturan yang mengatur tentang persoalan zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan
raya yaitu adalah Peraturan Daerah, dimana dalam peraturan tersebut berisikan pasal yang
memang membahas dan mengatur tentang zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya,
akan tetapi dalam isi peraturan tersebut masih mengandung Kesamaran Norma dalam artian

terjadi multi tafsir atau pengertian yang gandastidak ada kekhususan pengertian isi penjelasan

dalam peraturan tersebut, yaitustcrd ayat 5. Peraturan Daerah Kabupaten
Sumenep Nomor 12 Tahun enta ecan : ilayah Kabupaten Sumenep.
Berdasarkan pada/p: . : dalan anfaatan ruang.
Atas dasz mbulkan banyak
pertanyaan masalah diatas

iah dengan judul

“Analisis Yuri : eriang : : am Zonasi Jaringan

ORISINALITAS PENELITIAN

Sejauh ini penulusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan

judul penelitian ini, sebagaimana berikut :

NO Nama Peneliti Judul dan Tahun Rumusan Masalah

dan Asal Penelitian




Instansi

Rifka Hayati
Thamrin
Asal Instansi :

Universitas

Sriwijaya

Universitas
Muhammadiyah

Makassar

Pertanggung  Jawaban
Pidana Penyelenggara
Jalan Terhadap

Kecelakaan Lalu Lintas

Di Ogan Komering Ilir

Di Kabupaten Takalar

Tahun penelitian : 2018

1

Bagaimanakah
pertanggungjawaban
hukum penyelenggara
jalan terhadap
kecelakaan lalu lintas
yang disebabkan karena

jalan yang rusak ?

jalan di Dinas Pekerjaan
Umum di Kabupaten
Takalar ?

Faktor-faktor apakah
yang mempengaruhi

evaluasi dan pelaporan




pemeliharaan jalan di
Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Takalar ?

Tabel 1.1 orisinalitas penelitian

Studi sebelumnya berfungsi sebagai contoh penelitian yang sebanding dengan tetapi

berbeda dari penelitian ini.

memiliki Kesamaan membahas pemeliharaan jalan sebagai objek kajian; berjudul
[JEvaluasi Dan Pelaporan Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Di Kabupaten
Takalar[]. Namun kajian yang dilakukan oleh krisdayanti ini terbatas pada wilayah
kabupaten takalar. Sedangkan Perbedaan pada penelitian pada sampel kedua dengan
penelitian yang di bahas oleh saya sendiri yaitu dalam penelitian kedua ini sifatnya lebih

umum Yyaitu tentang persoalan evaluasi pemeliharaan jalan di dinas pekerjaan umum di



kabupaten takalawijaya, sedangkan yang saya bahas tentang pertanggung jawaban

pemerintah dalam memelihara jalan raya.

1.2 Rumusan Masalah
Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di
dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana regulasi yang menga ang zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan

1. Untuk meng : Y3 enta a pelayanan lalu lintas

2. Untuk mengeta ang d onasi jaringan pelayanan

lalu lintas jalan raya

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat

diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :



1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
pertanggung jawaban terhadap pemerintah dalam zonasi jaringan pelayanan lalu
lintas jalan raya.

b. Sebagai landasan proses peradilan pengaturan zonasi jaringan pelayanan lalu lintas

jalan raya.

1.4.2 Secara praktis

a. Memberikan gambe I % epada masyarakat mengenai

b. Membes 1asyar ang pertanggung

enelitian hukum normatif.
Menurut Peter Mah fsadalah suatu proses untuk
menemukan suatu aturan hukum, D S kum, maupun doktrin-doktrin hukum
guna menjawab isu hukum yang di hadapi®. Penelitian yuridis normatif yang artinya
pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep,

mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau

5> Marzuki., (2010). Penelitian Hukum. Jakarta, Kencana Prenada Media Grop, hal 2 .



pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang
meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud
adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta
doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu
penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-

pengertian atau dasar dalam hokum.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

digunakan 1gatur ok nasyarakat melalui
penerapan
keteraturan, ke an_ bag ; syarakat.Pendekatan
perundang-undan ; ENga aah™ pe erundang-undangan yang
berkaitan dengan 1 ala ndekatan ini membuka
kesempatan untuk 'n al S : alundang-undang dengan
Undang-Undang Dasariat 0 pe ah s pendekatan konseptual adalah
pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang
berkembang di dalam ilmu hukum.® Pendekatan perundangan digunakan untuk mengkaji dan
menganalisis rumusan masalah kedua tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam zonasi

jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya. Sedangkan Pendekatan konseptual digunakan untuk

6 Peter Mahmud Marzuk,. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Grop. Jakarta, 2010,
hlm.42.



mengkaji dan menganalisis rumusan masalah pertama tentang regulasi yang mengatur

tentang zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum
Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah
yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang

penulisan skripsi. Bahan hukum yang dig an dalam penulisan skripsi ini ada tiga macam,

yaitu :
1.5.3.1 Bahan Hukum Pri
"autoritatif' artinya

mempunyai : pera erundang-undangan

b) Undang-Unda TFah : swWalan dan Angkutan Jalan.

c¢) Peraturan Peme g fahun 2021 Tentang

d
d) Peraturan Daerah : bupaten . Sume 12 Tahun 2013 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten'Su ahun 2013-2033.
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literature, kamus-

kamus hukum, majalah, jurnal, dan internet.®

7 Peter Mahmud Marzuki. Ibid.
8 Ibid.



1.6 Definisi Konseptual

1

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi
kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan
metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan
digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-
Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua

bahan hukum dikumpulkan maka dipili i dengan permalasahan yang ada serta disusun

A ang dipergunakan untuk membahas

secara berurutan hingga dipes

permasalahan.®

Analisis Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa
melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
Tanggung Jawab Tanggung Jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya

dengan sungguh-sungguh..

9 Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13
10 Peter Mahmud Marzuki. /bid.



3 Pemerintah Pemerintah adalah organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan
dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara.

4  Zonasi Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian,
sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

5 Jaringan Pelayanan Jaringan layanan adalah struktur yang menyatukan beberapa entitas
untuk memberikan layanan tertentu.

6 Lalu Lintas Lalu lintas adalah berjalan,t balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di

jalan dan sebagainya serta begh -/\'\ mpat dengan tempat lainnya.

aan bumi yang dibuat oleh

1.7

atau urutan dalam

1.7.2 BAB I TINJA
Pada Bab II ini menjelaska ar-dasar teori yang digunakan sebagai
pedoman dan acuan dalam pemecahan masalah.

1.7.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan di mana penulis

akan menguraikan pembahasan dari rumusan masalah diatas.



1.7.4 BAB IV PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.




